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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan 

pada bab-bab terdahulu maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam segi aturan-aturan hukum perbankan yang ada di Indonesia, 

dilihat dari : 

a. Dari segi perlindungan hukumnya yang telah diberikan pihak 

perbankan masih kurang untuk melindungi para nasabahnya, 

meskipun berbagai regulasi telah ada untuk melindungi 

nasabahnya tetapi regulasi tersebut nyatanya belum sepenuhnya 

untuk melindungi pihak nasabah, karena mengingat bank bekerja 

dengan dana dari masyarakat yang disimpan oleh bank atas dasar 

kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu setiap bank harus 

memelihara kepercayaan yang telah diberikan masyarakat atau 

nasabah kepada bank. Sehingga diperlukannya serta 

ditambahkannya aturan baru yang lebih khusus terhadap data 

pribadi nasabah dalam layanan internet banking. 

b. Dari segi pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna internet 

banking pada dilakukan mulai tahap-tahap pra transaksi, tahap 

pada saat terjadinya transaksi, maupun pada saat pasca transaksi. 

Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna internet banking 
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yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk internet 

banking belum sepenuhnya dilakukan karena belum 

menginformasikan antara lain risiko produk, prosedur pengaduan 

jika terjadi permasalahan, dan batasan ganti rugi yang akan 

diberikan. Perlindungan terhadap sistem keamanan teknologi 

informasi internet banking dilakukan dengan memenuhi aspek-

aspek confidentially, integrity, authentication, availability, acces 

control, dan non-reduption, namun tetap perlu dilakukan 

peningkatan kehandalan sistem teknologi internet banking, aspek 

perlindungan terhadap data pribadi nasabah dilakukan melalui 

pendekatan self regulation dan government regulation. 

Perlindungan terhadap keabsahan transaksi dilakukan dengan 

adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai 

alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir 

perjanjian antara bank dengan nasabah. Perlindungan terhadap 

penyelesaian sengketa dilakukan dengan tersedianya beberapa 

pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui 

pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pengguna 

internet banking apabila terjadi masalah tergantung pada penyebab 

kerugian, apabila ternyata kerugian materiil yang di diderita oleh 

nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena 

kesalahan dan pihak bank, maka pihak bank bertanggungjawab 

memenuhi tuntutan nasabah memberikan ganti kerugian. 
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c. Dari segi keamanan juga perlu untuk ditingkatkan terutama mulai 

dari sistem peralatannya dalam pengoperasian website, PIN, User 

ID, dan pencegahan terhadap virus. Sehingga diperlukan 

pengawasan yang lebih baik dalam hal tersebut. 

2. Dalam upaya hukum yang dilakukan, nasabah dapat melewati langkah-

langkah yang ditempuh yaitu:  

a. Apabila terjadinya permasalahan kerugian yang timbul akibat 

kelalaian pihak bank, nasabah dapat melakukan langkah pertama 

yaitu melakukan pengaduan ke pihak bank dalam pelayanan 

pengaduan nasabah yang diatur pada PBI No.7/7/PBI/2005 jo PBI 

No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 

b. Apabila pihak nasabah masih belum merasa puas akan pelayanan 

pengaduan nasabah dari bank, langkah kedua yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan upaya mediasi. Dalam hal ini upaya 

mediasi telah disediakan oleh pihak perbankan, yang terdapat pada 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 jo PBI 

NO.10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini mengenai 

perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam 

layanan internet banking, kepada para pihak, baik pemerintah maupun pihak 

perbankan yaitu : 
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1. Perlunya pengadaan pengaturan yang lebih khusus dalam layanan 

internet banking guna melindungi nasabah atas data pribadi 

nasabahnya, dikarenakan regulasi yang ada dan berlaku saat ini masih 

kurang untuk melindungi para nasabahnya sehingga masih ada yang 

dirugikan. 

2. Didalam peraturan-peraturan yang telah ada dalam dunia perbankan, 

sekiranya pemerintah juga perlu segera merevisi Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan menambahkan 

lebih spesifik perlindungan hukumnya dalam kerahasiaan bank dapat 

dicantumkan lebih spesifik terhadap nasabah dalam bentuk pemberian 

informasi transaksi keuangan nasabah yang apabila dirugikan, agar 

mengetahui sebab-sebab terjadinya kerugian yang dialami oleh 

nasabah. 

3. Bank perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah antara mengenai 

tata cara penyampaian pengaduan dan kerugian apa saja yang akan 

ditanggung oleh bank dalam hal terjadi kerugian sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran nasabah untuk menggunakan internet dengan 

lebih bijak. 
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